BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.539, 2015 BNP2TKI. Laporan Harta Kekayaan.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas
dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi,
korupsi dan nepotisme diwajibkan kepada para pejabat
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk
melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya;

b. bahwa ketentuan tentang tata cara penyampaian
laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di
lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana
diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Nomor PER.O7/KA/111/2009 sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur
ketentuan mengenai tata cara penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  Nomor
PER.O1/KA/1/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  Nomor
PER.O3/KA/1/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA [INDONESIA
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara
Negara (beserta suami/isteri dan anak yang masih dalam tanggungan)
yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur
Sipil Negara di lingkungan BNP2TKI (beserta suami/isteri dan anak
yang masih dalam tanggungan) yang dituangkan di dalam formulir
LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara
negara beserta suami/isteri dan anak yang masih menjadi
tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak,
maupun harta lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh
sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

4. Penyelenggara Negara adalah pejabat tertentu di lingkungan Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang
diwajibkan melapor harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja di lingkungan BNP2TKI yang diangkat oleh pejabat pembina
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kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39
Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 200

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK
adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Pengelola LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan untuk mengelola
LHKPN di lingkungan BNP2TKI.

9. Pengelola LHKASN adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
lingkungan BNP2TKI.

10. Formulir LHKPN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi
daftar Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

11. Formulir LHKASN adalah formulir yang digunakan untuk mengisi
daftar Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

12. Koordinator adalah penanggung jawab dalam pembinaan administrasi
LHKPN di lingkungan BNP2TKI.

13. Administrator adalah Pengelola Administrasi LHKPN di lingkungan
BNP2TKI.

14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah Auditor dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh
Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 2

Laporan Harta Kekayaan di lingkungan BNP2TKI bertujuan untuk
mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN vyang bebas dari
penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
melalui penyampaian laporan harta kekayaan.

Pasal 3
Laporan Harta Kekayaan di lingkungan BNP2TKI terdiri dari:
a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
b. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
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BAB I
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Penyelenggara Negara di lingkungan BNP2TKI yang diwajibkan melaporkan
harta kekayaan, terdiri dari:

a. Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN yaitu
pejabat Eselon | dan Eselon Il;

b. Kepala Unit Pelaksana Teknis (BP3TKI, LP3TKI);
c. Para pengelola anggaran :

1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3) Bendahara;

Pejabat Fungsional Auditor;

Pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP);
Pejabat/Panitia pengadaan barang dan jasa,;

Q@ ~ o a

Pejabat/Panitia penerima barang dan jasa.
Pasal 5

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib
melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada KPK selama
memangku jabatan dan setelah tidak memangku jabatannya dengan
mengisi formulir LHKPN yang disediakan oleh KPK.

(2) Penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya paling
lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Kepala Badan ini berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan LHKPN
Pasal 6

Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang dikoordinasikan
oleh Sekretaris Utama atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 terdiri dari :

a. Koordinator;
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b. Administrator; dan
c. Anggota.

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh Sekretaris Utama

Pasal 8

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas:

a. menyusun Daftar Nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN dan
perubahannya;

b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN;
c. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN;

d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan
Unit Eselon | lainnya dalam pengelolaan LHKPN;

e. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Aplikasi
LHKPN BNP2TKI;

f.  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan LKHPN

g. menyiapkan laporan kegiatan Pengelolaan LHKPN dan menyampaikan
secara periodik kepada Sekretaris Utama untuk selanjutnya Sekretaris
Utama menyampaikannya kepada KPK.

Pasal 9

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas:

a. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN
oleh Penyelenggara Negara yang wajib lapor Harta Kekayaan;

b. membuat account dan password seluruh anggota dan melakukan
pemeliharaan account tersebut termasuk menghapus dan
memperbaharui;

c. melakukan koordinasi dengan KPK apabila terjadi perubahan data
pejabat wajib lapor LHKPN;

d. melakukan koordinasi dengan KPK, meminta formulir LHKPN kepada
KPK.

Pasal 10

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf c,
mempunyai tugas:
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a. melakukan entry data para pejabat wajib lapor LHKPN yang
meliputi penambahan, edit, dan penghapusan data;

b. meminta formulir LHKPN kepada KPK;
c. menyampaikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara.

(2) Penghapusan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus dilaporkan kepada Koordinator pengelola LHKPN untuk
dilaporkan kepada KPK.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pasal 11

Pengelola kepegawaian pada Sekretariat Utama, Deputi, dan Inspektorat,
wajib menyusun daftar nama Penyelenggara negara wajib lapor LHKPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Kepala BNP2TKI ini
untuk selanjutnya Sekretaris Utama menyampaikannya kepada KPK.

Pasal 12

(1) Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN yang baru pertama kali
menyampaikan laporan harta kekayaan wajib melaporkan harta
kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model
KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki
jabatannya.

(2) Penyelenggara Negara yang pernah mengisi dan menyampaikan
formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan
formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

a. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;

b. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;

c. menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau
d. menerima permintaan khusus dari KPK.

(3) Teknis pelaporan LHKPN bagi yang pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses
pengajuan pensiun yang bersangkutan.

Pasal 13

Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang
telah diisi disampaikan kepada KPK dengan melampirkan foto copy
akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya.
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Pasal 14

(1) Apabila  diperlukan, KPK  sewaktu-waktu dapat meminta
penyelenggara negara untuk melaporkan kembali harta kekayaan
yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.

(2) Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah
diterimanya surat permintaan dari KPK.

Pasal 15

Surat Pernyataan dan Surat Kuasa menjadi bagian tidak terpisahkan dari
formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh Penyelenggara Negara
yang bersangkutan atau ahli warisnya di atas kertas bermaterai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dikoordinasikan oleh
masing-masing unit pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

(2) Laporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh pengelola kepegawaian di masing-masing unit kerja kepada
Sekretaris Utama.

Pasal 17

LHKPN yang dituangkan dalam formulir Model KPK-A dan formulir Model
KPK-B yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi
negara.

Pasal 18

Hasil monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan harta kekayaan
penyelenggara negara disampaikan kepada KPK oleh Sekretaris Utama.

BAB Il
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 19
(1) Pegawai ASN di lingkungan BNP2TKI yang wajib melaporkan harta
kekayaannya meliputi pejabat Eselon lIl, IV dan V.

(2) Pejabat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
harta kekayaannya 2 (dua) bulan setelah ditetapkan Peraturan Kepala
BNP2TKI.
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(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
menyampaikan LHKPN, tidak wajib lapor LHKASN.

Pasal 20

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib melaporkan
seluruh harta kekayaannya kepada Kepala BNP2TKI 1 (satu) bulan setelah
pejabat yang bersangkutan diangkat dalam jabatannya atau mutasi atau
promosi atau setelah berhenti dari jabatan.

Bagian Kedua
Pengelolaan LHKASN
Pasal 21

Pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh APIP di lingkungan BNP2TKI yang
dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22
APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh
wajib lapor;

b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk
menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas pada
huruf a;

c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan
kepada Kepala BNP2TKI melalui Sekretaris Utama;

d. melakukan Kklarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang
dilakukan sebagaimana pada huruf ¢ mengindikasikan adanya
ketidakwajaran;

e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi
sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya
ketidakwajaran;

f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
dengan huruf e kepada Kepala BNP2TKI dengan tembusan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Pasal 23

(1) Pengelola kepegawaian pada Sekretariat Utama, Deputi, dan
Inspektorat, wajib menyusun daftar nama Pegawai ASN wajib lapor
LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan
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menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

(2) Daftar nama Pegawai ASN wajib lapor LHKASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada APIP melalui Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian untuk selanjutnya Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian menyampaikannya kepada Sekretaris
Utama

Pasal 24

(1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib mengisi
dan menyampaikan formulir LHKASN sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |1l Peraturan Kepala BNP2TKI ini .

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib
menyampaikan LHKASN paling lambat:

a. 1 (satu) bulan setelah pejabat yang bersangkutan diangkat dalam
jabatannya atau mutasi atau promosi;

b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 25
LHKASN dikoordinasikan oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian
di masing-masing unit kerja Eselon | untuk disampaikan kepada
Sekretaris Utama.

Pasal 26

Peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor
LHKASN dalam jabatan struktural atau fungsional dapat dilakukan
apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian
LHKASN,;

BAB IV
SANKSI
Pasal 27

(1) Apabila penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya
kepada KPK, maka atasan Ilangsungnya harus memberikan
peringatan.

(2) Terhadap penyelenggara negara yang setelah diberi peringatan dan
tetap tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 28

(1) Apabila Pegawai ASN tidak melaporkan harta kekayaannya kepada
Kepala BNP2TKI, maka atasan langsungnya harus memberikan
peringatan.

(2) Terhadap Pegawai ASN yang setelah diberi peringatan dan tetap tidak
menyampaikan laporan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN yang membocorkan informasi
tentang harta kekayaan Penyelenggara Negara dan harta kekayaan
Pegawai ASN akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BNP2TKI ini maka Peraturan
Kepala BNP2TKI Nomor PER.07/KA/I111/2009 Tentang Tata Cara
Penyampaian Laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan BNP2TKI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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TAREITRAN TTT
PLAETL LA klelala BALAN
RN AT AN 11AMN PEELIMEILUIMG AN
TEMAG TR TA TNITTRTA

HCGBICLE D9 TALIL I 2515
THATAMNS LAIRAN HARTA LERAYAAN
PEMYTLIL W GATIA BCFATEA (B
LAB Rl i Lidlai SARLOMAL
PPN ATAN 174N PEHRELIMILUIMNO AN
TEMAGA TIeRLTA TGN ETA

FORMULIE HARTA KREEAYAAN APARATTR SIFIL NEGARSA

A FORMULIR TTARTA KRETWAYAAN APARATLT STFIL MEGATRA
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B. FORMULIE HARTA KERKAYAAN

L HANRTA HERAYRAN
L4 HARTA TIOAN BERGORAK [TANAH DAN BARCUNAN]

1.2 H&RTE BERGERAK
121, Blat Tramsportos (Fasawal Udara, Kipel Laut, Mebll, Sepeds Motor, Mes s Lairoya)

dan ikmsba Lainma

MWL =

1,23, Harts Bergerak Lainnys fusgam Muss. Bes Mulls, Dareng Sarang Send dan Ants, Bends Bergsres Leinnys)

E |
£

1.3 EURAT DERHARGA

F |
H

1d  LINNG TLING, DEFOSITD, GIRO, TREUNGAR, AR &S LIRS

i SRERI e o G

g EE g
;
n

SANL A
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IL PENSHASILAN
M. PENGHASLAN DARE JARATAN

1.3, PENSHASILAN DARY FROFES! | KEAHLIAN

<= Sillabten nged o slal

: |
3

I3, PENGHASILAN DARY USAHA LAINNYA

< Slabd a0 fmad & sin’

U4, PENGHASLAN DARIHIBAH I LAIMNYA

< Slabhan igad o sini

I
"

1 BATA, KELUARGA
LY, DATA ISTRIASUAK

L3, DATA ARAK
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e BOGRMLLLE SURANT PICKNYATA AN

SURAT PERNYATAAN
ang Loertandy tangan di Teawal o :
Menna
HNo kI'F
Tempat) Tamgpal Lahir
Panphkut fTalmtnn
Alarmiat
MW
Menyitakon balrea

1. Laporan harya Kekavaan sava dan kcluarga sava d@chagaimama terschbut dilam
Formuhr Laporan Hola Kelavasn Aparalus Sl Negsoa osava bual dengan
semprigpibiya dan selenar-teramyva sesnai dengan kewajilan dan kesadaran
T selmgni epgasmai Aparatar Sieil Negara,Odantan Pegawe Aparamr sipil Megara
schagainnana duapanatkan dalan Undocg- Uncoog Bepuabbl donosin Noo 30
Tl 3002 wrimng Koanisi Feanberantasan Tindak Pidaoa Koropsi dan TTndang-
Lncane domor 32 labon 2004 wilang Pemeriaadn Docrals, scria peralwan
Jernrids np-nndangan wag teecak.

2 Apabil dilernodisn haad ada hocla bekovean sava don keloames, saya sone
e langgengan saee Ldake saps laporkan, deon taongeong poeabs mooal sawn
achagai Tegawai Aparatir Sipil Wegara/ WMantan Tegawai Aparoinr aipdl egar,
clerggean ind sava memvalakan bersedia dibkenaskan sankesd

A Apabila dikemudinn hari ada permbaban pembabhan (baik penambahan manpuan
poigmangany  lerta kekswvaan savd den keluarss sfvs, mskis sova wagih
mclaporkan pertibaban lerselnl scsuar dengan kelontoan hokome dan atan
ToerHlorse i vazue boerladan

Neanikism aoral pemyalaan i diboar dan diandalanganm dalan keadasan aardan

tanpa welanan maipun pakiaan dalam banmt apapin dan oleh siapapun.

cartlhicvi i

Yang menvataknn

Haterai

HF L0

KL?

B ALA
HALIAR MAZTOMAL PEMER PATAN AR PEELIYILSGAN
TEMACA KICH LA TRTHIMN S A

PO IS IZCHN WAL
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